PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP B-470/ 087 /DUKCAPIL/2023
Tanggal 07-05-2023

Tanggal Revisi | 00

Tanggal Efektif | 14-03 2023

Disahka
- PENCATATAN SIPIL
SI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “BIODATA PENDUDUK”. " '

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indeonesia Nomor 19
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia MNomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama
pada Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan Penyelenggaraan Sistem Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

2. Memiliki Kemampuan, Memahami  Administrasi
Kependudukan

3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga.
2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

1. Meja Pelayanan

2. Alat Tulis kantor

3. Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke
Server Basis Data, Printer dan Foto copy

4.  Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan P

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“BIODATA PENDUDUK” tidak dapat di entri ke database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN “BIODATA PENDUDUK” harus dilengkapi
Persyaratan Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di
entri ke Database dengan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “BIODATA PENDUDUK”

N \7 Pelal Mutu Baku |
o Aktifitas Pemohon | Operator Verrf‘ikator/ Ke.pala Persyaratan/ Waktu o
Validator Dinas Kelengkay
1. | — Pemohon datang langsung ke —Form F-1.01 5menit | Berkas pemohon W
loket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas y
dikembalikan
2. | - Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.01 Smenit | —Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Biodata
Operator SIAK. L diisi. Penduduk
— Dokumen persyaratan tidak / — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka diberitahukan persyaratan Biodata Penduduk.
ke permohon secara langsung 4{ — Checklist
— Dokumen persyaratan lengkap persyaratan
akan diproses oleh Operator — Komputer.
SIAK. — Ballpoint.
3. | - Proses validasi berkas oleh sub — Draft Biodata Smenit | —Validasi berkas.
koordinasi/validator. Penduduk — Validasi draft
— Dokumen persyaratan tidak )’ — Dokumen Biodata Penduduk
lengkap, maka dikembalikan persyaratan - Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Komputer Biodata Penduduk.
diberitahukan ke pemohon. 4 — Ballpoint
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
Kadis
4. | —Proses sertifikasi elektronik — Draft Biodata Smenit | — Sertifikasi Draft
(TTE). v Penduduk Biodata Penduduk
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen
lengkap, pengajuan TTE ditolak \> persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/
— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
5. | —Operator SIAK menerbitkan — Biodata 3menit | Biodata Pendudulk
Biodata Penduduk Penduduk
— Operator SIAK menyampaikan — Komputer
Biodata Penduduk ke
pemohon —
— Operator mengarsipkan.
6. | Pemohon menerima Biodata — Biodata 2 menit Biodata Penduduk
Penduduk. Selesai Penduduk
— Komputer/HP
— WA pemohon |
Total | 25menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP
Tanggal

B-470/ 088 /DUKCAPIL/2023

07-05-2023

Tanggal Revisi 00

Tangeal-Efeltif.

Dispkan Ol

KEPALA DINAS
UKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MVIUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “KARTU KELUARGA”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Penduduk dan Pencatatan Sipil: 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Biodata Penduduk 1. Meja Pelayanan
2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 2. Alat Tulis kantor
3. Komputer yang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
4.  Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“KARTU KELUARGA”tidak dapat di entri ke database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN “KARTU KELUARGA” harus dilengkapi
Persyaratan Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan
di entri ke Database dengan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “KARTU KELUARGA”

liN Pelak Mutu Baku
o Aktifitas Pemnpihion | Oeearis vEril'ikator/ Ke-pala Persyaratan/ vt Output
Validator Dinas Kelengkapan
1. | —Pemohon datang langsung —Form F-1.02 S menit | Berkas pemohon
ke loket pelayanan — Dokumen
= persyaratan
—Pemohon mengisi dan =
3 . Mulai — WA pemohon
menandatangani formulir. )
- Bila tidak lengkap berkas A
dikembalikan
— Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.02 Smenit | —Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan aleh vang telah — Proses draft Biodata
Operator SIAK. b diisi. Penduduk
— Dokumen persyaratan tidak ) — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka diberitahukan persyaratan Kartu Keluarga.
ke permohon untuk A( ~ Checklist
dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
— Proses validasi berkas oleh sub — Draft Kartu Smenit | — Validasi herkas.
koordinasi/validator. Keluarga — Validasi draft Kartu
— Dokumen persyaratan tidak b 4 — Dokumen Keluarga
lengkap, maka dikembalikan persyaratan — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Komputer Kartu Keluarga.
diberitahukan ke pemohon. 4 — Ballpoint
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
Kadis
— Proses sertifikasi elektrenik — Draft Kartu S menit ~ Sertifikasi Draft T
(TTE). J, Keluarga Kartu Keluarga
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen
lengkap, pengajuan TTE ditolak <> persyaratan
oleh Kepala Dinas. - Komputer/
— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi cleh
Kepala Dinas.
— Operator SIAK menerbitkan — Biodata 3 menit Kartu Keluarga
Kartu Keluarga Penduduk
— Operator SIAK menyampaikan — Komputer
Kartu Keluarga ke pemohon
via WA = £ —
— Operator mengarsipkan.
Pemohon menerima Kartu — Kartu 2 menit Kartu Keluarga
Keluarga Selesai Keluarga
— Komputer/HP
— WA pemohon
Total | 25 menit | *jika jaringan normal




Nomor SOP B-470/ 089 /DUKCAPIL/2023

Tanggal 07-05-2023

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Disahikan Qlch

ARDIAN EKA SUZA, S.STP., M.Si

PELAYANAN “ KARTU TANDA PENDU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ' * =~
DUK ELEKTRONIK”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam

KartuTanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada

Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang

Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi Administrasi

Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indonesia Nomor 19

10.

11

12.

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

2. Memiliki Kemampuan,
Kependudukan

3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Memahami  Administrasi

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Biodata Penduduk
2. SOP Pelayanan Kartu Keluarga

1. Meja Pelayanan

2. AlatTulis kantor

3. Komputer vang dilengkapai Aplikasi  SIAK  dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy

4. Formuiir

database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

Peringatan : Pendaftaran dan Pend. Penduduk:
Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN | PELAYANAN “KARTU TANDA PENDUDUK
“KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK” tidak dapat di entri ke | ELEKTRONIK” harus dilengkapi Persyaratan

Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke
Database dengan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK”

[T Pelal Mutu Baku
Aktifitas Verifikator/ Persyaratan/
o Pemohon | Operator Sub Koord Kelengkap Waktu Gutput
1. | — Pemohon datang langsung ke — Form F-1.02 5 menit Berkas pemohan
loket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengajukan persyaratan
rekam/ganti foto dan ‘ Mulai l_ — WA pemohon
cetak/cetak ulang KTP-el 'y
— Bila tidak lengkap berkas
dikembalikan
2. | —Pemeriksaan kelengkapan —Form yang 5menit | — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh telah diisi.
Operator SIAK. v — Dokumen
— Dokumen persyaratan tidak persyaratan
lengkap, maka diberitahukan — Checklist
ke permohon untuk 4 persyaratan
dilengkapi. — Komputer.
— Dokumen persyaratan lengkap — Ballpoint.
akan diproses oleh Operator
SIAK {rekamy/ganti foto)
3. | —Proses validasi oleh sub — Dokumen 5menit | —Validasi berkas.
koordinasi/validator. persyaratan
— Dokumen persyaratan tidak )’ — Kemputer
lengkap, maka dikembalikan — Ballpoint
ke Operator SIAK untuk
diberitahukan ke pemaohon. A
— Dokumen persyaratan lengkap
akan dipreses/dilanjutkan ke
Kadis
4. — Dokumen persyaratan tidak — Dokumen 5 menit — Persetujuan cetak
lengkap, pengajuan cetak persyaratan ulang KTP-el
/cetak ulang KTP-el ditolak — Komputer/
oleh Kepala Dinas. HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
cetak/cetak ulang KTP-el
disetujui.
5. | Operator SIAK menerbitkan KTP- — KTP-el 3 menit | KTP-el
el r‘ — Komputer
=t
6. | Pemohon menerima KTP-el. — KTP-el 2menit | KTP-el
Selesai
Total 25 menit | *jika jaringan normM



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP B-470/ 090/DUKCAPIL/2023

Tanggal 07-05-2023

Tanggal Revisi

ENDUDUKAN DAMPE
NABUPATE

IARDIAN EKA SUZA, S.STP., M.Si
UTAMAMUDA
211199711 1 004

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “KARTU IDENTITAS ANAK”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelak 5

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2013 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
Kependudukan

3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jlaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Keterkaitan :

Peralatan/p

1. SOP Pelayanan Biodata Penduduk
2. SOP Pelayanan Kartu Kartu Keluarga

1. Meja Peiayanan

2. Alat Tulis kantor

3. Komputer vang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy

4. Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“KARTU IDENTITAS ANAK” tidak dapat di entri ke database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN “KARTU IDENTITAS ANAK” harus
dilengkapi  Persyaratan Administrasinya, diarsipkan/
dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan

benar. N




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “KARTU IDENTITAS ANAK”

Pelak Mutu Baku
Aktifitas Pemohon | Operator Verrl-ikator/ Ke.para Persyaratan/ Waktu Owpn
Validator Dinas Kelengkapan
—Pemohon datang langsung — Form F-1.02 Smenit | Berkas pemohon
ke loket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan i pmyam‘—:}"
menandatangani formulir. —~Wh pemohion
— Bila tidak lengkap berkas [
dikembalikan
— Pemeriksaan kelengkapan —Form F-1.02 5 menit — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Biodata
Operator SIAK. v diisi. Penduduk
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen — Pengajuan draft KIA.
lengkap, maka diberitahukan persyaratan
ke permohon untuk ‘( — Checklist
dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
— Proses validasi berkas oleh sub - Draft KIA 5menit | —Validasi berkas.
koordinasi/validator. — Dokumen — Validasi draft KIA
— Dokumen persyaratan tidak b 4 persyaratan — Pengajuan draft KIA
lengkap, maka dikembalikan — Komputer
ke Operator SIAK untuk — Ballpoint
diberitahukan ke pemohon. 'S
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
Kadis
— Proses sertifikasi elektronik — Draft KIA 5 menit — Sertifikasi Draft KIA
(TTE). v ~ Dokumen
— Dokumen persyaratan tidak persyaratan
lengkap, pengajuan TTE ditolak < — Komputer/
oleh Kepala Dinas. HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
— Operator SIAK menerbitkan Kartu Identitas 3menit | Kartuldentitas Anak
KIA. Anak. (Kia)
~ Operator SIAK menyampaikan
ke pemohon apakah KIA akan
diambil di kantor atau dikirim —
via pos.
— Operator mengarsipkan.
Pemohon menerima Kartu Kartu Identitas 2 menit Kartu Identitas Anak
Identitas Anak (KIA). Setesal J Anak. (K1A)
25 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

B-470/ 091 /DUKCAPIL/2023

Tanggal

07-05-2023

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan-Qleh " |* = |

fCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PINDAH WNI”

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi  Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indonesia Nomor 19

Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan

Internet/Aplikasi SIAK

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Biodata Penduduk
2. SOP Pelayanan Kartu Keluarga

Peringatan :

1
2
3.

4.

Meja Pelayanan

Alat Tulis kantor

Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
Formulir

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“SURAT KETERANGAN PINDAH WNI (SKPWNI)"tidak dapat di entri ke
database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PINDAH WNI
(SKPWNI)” harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke Database dengan
baik dan benar.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PINDAH WNI (SKPWNI)”

H r Pelaksana Mutu Baku —I
Aktifitas Verifikator/ | Kepala | Persyaratan/ |
o Pemohon | Operator Validator Dinas Kelenekay Waktu Output
1. | —Pemohon datang fangsung ke — Form F-1.03 5menit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Selesai — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas 7
dikembalikan
2. | —Pemeriksaan kelengkapan —Form F-1.03 5 menit | —Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft SKWNI
Operator SIAK. y diisi. — Pengajuan draft
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen SKPWNL.
lengkap, maka diberitahukan persyaratan
ke permohon melalui WA A( — Checklist
untuk dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Balipoint.
SIAK.
3. | — Proses validasi berkas oleh sub — Draft SKPWNI Smenit | - Validasi berkas.
koordinasi/validator. — Dokumen — Validasi draft
— Dokumen persyaratan tidak /’ persyaratan SKPWNI
lengkap, maka dikembalikan — Komputer — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Ballpoint SKPWNIL.
diberitahukan ke pemohon. i
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
Kadis
4. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft SKPWNI | S5menit | — Sertifikasi Draft
(TTE). — Dokumen SKPWNI.
— Dokumen persyaratan tidak persyaratan
lengkap, pengajuan TTE ditolak - Komputer/
oleh Kepala Dinas. HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
5. | —Operator SIAK menerbitkan — SKPWNI 3 menit Surat Keterangan
SKPWNI — Komputer Pindah WNI (PDF).
— Operator SIAK menyampaikan
SKPWNI ke pemohon
— Operator mengarsipkan.
6. | Pemohon menerima SKPWNI — SKPWNI Zmenit | SuratKeterangan
l Selesai ’ — Komputer/HP Pindah WNI
— WA pemohon
Total | 25menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP B-470/ 092 /DUKCAPIL/2023
Tanggal 07-05-2023
Tanggal Revisi | 00
Tanggal Efektif| 14-95,2023
")\ KEPALA DINAS,

Disahkan

el il
K

IAN EKA SUZA, $.STP., .51
MUDA
96711 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR :
PELAYANAN “SURAT KETERANGAN DATANG WNI (SKDWNI)”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Biodata Penduduk 1. Meja Pelayanan
2. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 2. Alat Tulis kantor
3. Komputer yang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
4.  Formulir
Peringatan : P taran dan Pend. Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN

“SURAT KETERANGAN DATANG WNI (SKDWNI)"tidak dapat di entri ke
database.
lika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas

secara keseluruhan

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN DATANG WNI

(SKDWNI)”

harus dilengkapi Persyaratan

Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke

Database dengan baik dan benar.

|




PELAYANAN “SURAT KETERANGAN DATANG WNI {SKDWNI)”

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelal Mutu Baku
Aktifitas Verifikator/| Kepala Persyaratan/
Pemohon | Operator Validator Do Kotz Waktu Output
— Pemohon datang langsung — Form F-1.03 5 menit Berkas pemohon
keloket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas 'y 4
dikembalikan
- Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 Smenit | — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft
Operator SIAK. v diisi. SKDWNI
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka diberitahukan persyaratan SKDWNI.
ke permohon untuk 4 — Checklist
dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lenglkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
— Proses validasi berkas oleh sub — Draft SKDWNI Smenit | —Vvalidasi berkas.
koordinasifvalidator. — Dokumen — Validasi draft
— Dokumen persyaratan tidak )’ persyaratan SKDWNI
lengkap, maka dikembalikan — Komputer — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk ~ Ballpoint SKDWNI.
diberitahukan ke pemohon. A
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
Kadis.
— Proses sertifikasi elektronik — Draft SKDWNI 5 menit | — Sertifikasi Draft
(TTE). v ~ Dokumen SKDWNI.
— Dokumen persyaratan tidak persyaratan
lengkap, pengajuan TTE ditoflak <> — Komputer/
oleh Kepala Dinas. HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
— Operator SIAK menerbitkan — SKDWN]I 3 menit | Surat Keterangan
SKDWNI — Komputer Datang WNI
— Operator SIAK menyampaikan
SKDWNI ke pemohon
— Operator mengarsipkan. —
Pemohon menerima SKDWNI —~ SKDWNI 2menit | SuratKeterangan
Selesai — Komputer/HP Datang WN!
— WA pemohon
Total | 25 menit | *jika jaringan normal




Nomor SOP

B-470/ 093 /DUKCAPIL/2023

Tanggal 07-05-2023
Tanggal Revisi [o]o]
Tanggal Efektif--|-

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Disahkan Oleh | [«

STAMA MUDA
211199711 1 001

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PINDAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR =
ORANG ASING (SKPOA)”

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelak :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tzhun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Biodata Penduduk
2. SOP Pelayanan Kartu Keluarga

1
2
3.

4.

Meja Pelayanan

Alat Tulis kantor

Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“SURAT KETERANGAN PINDAH ORANG ASING (SKPOA)"tidak dapat di
entri ke database.

secara keseluruhan

{Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PINDAH ORANG

ASING

(SKPOA)”  harus  dilengkapi Persyaratan

Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke
Database dengan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PINDAH ORANG ASING (SkPoOA)”

H Pelak Mutu Baku
- Aktifitas Bemuhon,|(Gasrator Vent.ikator/ l(e.paia Persyaratan/ Waktu Output
Validator Dinas Kelengkapan
1. | —Pemohon datang langsung —Form F-1.03 Smenit | Berkas pemohon
keloket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai | — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas — J
dikembalikan
2. | - Pemeriksaan kelengkapan —Form F-1.03 5 menit — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft SKPOA.
Operator SIAK. v diisi. — Pengajuan draft
~ Dokumen persyaratan tidak — Dokumen SKPOA.
lengkap, maka diberitahukan persyaratan
ke permohon untuk 1/ — Checklist
dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
3. | —Proses validasi berkas oleh sub — Draft SKPOA Smenit | — validasi berkas.
koordinasi/validator. — Dokumen — Validasi draft
— Dokumen persyaratan tidak Y persyaratan SKPOA.
lengkap, maka dikembalikan — Komputer — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Ballpoint SKPOA.
diberitahukan ke pemohon. A
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
Kadis.
4. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft SKPOA Smenit | — Sertifikasi Draft
{TTE). - — Dokumen SKPOA.
— Dokumen persyaratan tidak persyaratan
lengkap, pengajuan TTE ditolak — Komputer/
oleh Kepala Dinas. HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
5. | —Operator SIAK menerbitkan — SKPOA 3menit | Surat Keterangan
SKPOA — Komputer Pindah Orang Asing
— Operator SIAK menyampaikan
SKPOA ke pemohon I L
— Operator mengarsipkan. —
6. | Pemohon menerima SKPOA — SKPOA 2 menit Surat Keterangan
Selesai — Komputer/HP Pindah Orang Asing
— WA pemohon
Total | 25 menH *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP B-470/ 034 /DUKCAPIL/2023

Tanggal 07-05-2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif |-
Disahikan Oleh A

DIAN EKA SUZA, S.STP., M.Si
AiTAMA MUDA
211 199711 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR -

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN DATANG ORANG ASING (SKDOA)”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

il

2.

10.

BT

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indonesia Nomor 19

Infromasi

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

2. Memiliki Kemampuan,
Kependudukan

3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Memahami  Administrasi

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Biodata Penduduk
2. SOP Pelayanan Kartu Keluarga

1. Meja Pelayanan

2. Alat Tulis kantor

3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy

4. Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“SURAT KETERANGAN DATANG ORANG ASING (SKDOA)”tidak dapat di
entri ke database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN DATANG

ORANG ASING (SKDOA)" harus dilengkapi Persyaratan
Administrasinya, diarcipkan/ dokumentasi dan di entri ke
Database dengan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “SURAT KETERANGAN DATANG ORANG ASING (SKDOA)”

Pelak Mutu Baku
Aktifitas Peniclion]| Operator Verlﬁkator/ Ke‘pala Persyaratan/ Waktu Output
Validator Dinas Kelengkapan
— Pemohon datang langsung —Form F-1.03 Smenit | Berkas pemohon
keloket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas 7 |
dikembalikan
— Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 5 menit — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft SKDOA,
Operator SIAK. v diisi. — Pengajuan draft
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen SKDOA.
lengkap, maka diberitahukan persyaratan
ke permchon untuk y — Checklist
dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
— Proses validasi berkas oleh sub — Draft SKPOA 5menit | — Validasi berkas.
koordinasifvalidator. — Dokumen — Validasi draft
— Dokumen persyaratan tidak )’ persyaratan SKDOA.
lengkap, maka dikembalikan — Komputer — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Ballpoint SKDOA.
diberitahukan ke pemohon. A
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
Kadis.
— Proses sertifikasi elektronik — Draft SKDOA Smenit | — Sertifikasi Draft
(TTE). y — Dokumen SKDOA.
— Dokumen persyaratan tidak ) persyaratan
lengkap, pengajuan TTE ditolak \ — Komputer/
oleh Kepala Dinas. HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
— Operator SIAK menerbitkan —SKDOA 3 menit | SuratKeterangan
SKDOA — Komputer Datang Orang Asing
— Operator SIAK menyampaikan
SKDOA ke pemohon
— Operator mengarsipkan.
Pemohon menerima SKDOA — SKDOA 2menit | Surat Keterangan
Selesal Komputer/HP Datang Orang Asing:
— WA pemohon
Total | 25 menit | *jika jaringan normal




Nomor SOP

B-470/ 095 /DUKCAPIL/2023

Tanggal 07-05-2023
Tanggal Revisi 00
Tanggal Efektif -[-14-059023
DisahKan.Oleh # |2, ~<a §
PEMERINTAH KABUPATEN MUS! BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR"
PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI {SKPLN)”
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Biodata Penduduk 1. Meja Pelayanan
2. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 2. Alat Tulis kantor
3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
4. Formuiir
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:
Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN | PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR
“SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI (SKPLN)"tidak dapat di | NEGERI (SKPLN)” harus dilengkapi  Persyaratan
entri ke database. Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas | Database dengan baik dan benar.
secara keseluruhan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI (SKPLN)”

Pelak Mutu Baku

No Aktifitas Verifikator/ | Validator/| Kepala Persyaratan/

Pemohon | Operator <iib Kaard Kabid Dinas e Waktu Output

1. | —Pemohon datang langsung ke —FormF-1.03 5 menit Berkas pemohon
loket pelayanan. — Dokumen

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas pemr—ry )
dikembalikan.

2. | —Pemerikeaan kelengkapan Form F-1.02 S menit | — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft SKPLN.
Operator SIAK. v diisi. — Pengajuan draft

— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen SKPLN.
lengkap, maka diberitahukan persyaratan
ke permohon untuk \( ~ Checklist
dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
3. | —Proses validasi berkas oleh sub — Draft SKPLN 5 menit | — validasi berkas.
koordinasi/validator. — Dokumen — Validast draft SKPLN.
— Dokumen persyaratan tidak B, 4 persyaratan — Pengajuan draft
lengkap, maka dikembalikan — Komputer SKPLN.
ke Operator SIAK untuk — Ballpoint
diberitahukan ke pemohon. A
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.
4. | — Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft SKPLN 5 menit | — Verifikasi berkas.
— Dokumen persyaratan tidak v — Dokumen — Verifikasi draft
lengkap, maka dikembalikan persyaratan SKPLN.
ke Operator SIAK untuk — Komputer/ — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. A HP/Tablet SKPLN.
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses pengajuan TTE.

5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft SKPLN 5 menit — Sertifikasi Draft

(TTE). — Dokumen SKPLN.
— Dokumen persyaratan tidak )l' persyaratan

lengkap, pengajuan TTE ditolak — Komputer/

aleh Kepala Dinas. > HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap

dilakukan sertifikasi oleh

Kepala Dinas.

6. | — Operator SIAK menerbitkan — SKPLN 3 menit | Surat Keterangan

SKPLN — Komputer Pindah Luar Negeri
— Operator SIAK menyampaikan

SKPLN ke pemohon
— Operater mengarsipkan.

2 Pemohon menerima SKPLN l — SKPLN 2 menit Surat Keterangan
Selesai — Komputer/HP Pindah Luar Negeri
— WA pemochon
L
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

| Nomer SOP

B-470/ 096 /DUKCAPIL/2023

Tanggal 07-05-2023

Tanggal Revisi | Q0

Tanggal Efektif

ATATAN SIPIL
ANYUASIN

Disahkan QOleh- a5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “SURAT KETERANGAN DATANG DARI LUAR NEGERI WNI {SKDLN WNI)”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelak :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam Pendaftaran

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

2. Memiliki Kemampuan,
Kependudukan

3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

Memahami  Administrasi

Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Biodata Penduduk I. Meja Pelayanan
2. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 2. Alat Tulis kantor
3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan

terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
4. Formuiir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“SURAT KETERANGAN DATANG DARI LUAR NEGERI WNI {SKDLN
WNI)”tidak dapat di entri ke database.

Eika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas

secara keseluruhan

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN DATANG DARI
LUAR NEGERI WNI (SKDLN WNI)” harus dilengkapi
Persyaratan Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan
di entri ke Database dengan baik dan benar. J




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN DATANG DARI LUAR NEGERI WNI (SKDLN WNI)”

Pelaksana Mutu Baku |
No Aktifitas Verifikator/ |Validator/| Kepala Persyaratan/
Pemohon | Operator S Koot | | Waked S Kelengkog Waktu Output
1. | — Pemohon datang langsung ke —Form F-1.03 5menit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen
- Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas —2
dikembalikan
2. | - Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 Smenit | — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft SKDLN
Operator SIAK. v diisi. WNL
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka diberitahukan persyaratan SKDLN WNI.
ke permohon untuk ‘( — Checklist
dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
3. | — Proses validasi berkas oleh sub — Draft SKDLN 5menit | — Validasi berkas.
koordinasi/validator. WNI. — Validasi draft SKDLN
— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen WNI.
lengkap, maka dikembalikan persyaratan — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk \ — Komputer SKDLN WNI.
diberitahukan ke pemohon. A — Ballpaint
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.
4. | — Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft SKDLN 5menit | — Verifikasi berkas.
— Dokumen persyaratan tidak v WNIL — Verifikasi draft
lengkap, maka dikembalikan — Dokumen SKDLN WNI.
ke Operator SIAK untuk persyaratan — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. A — Komputer/ SKDLN WNI.
— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
akan diproses pengajuan TTE.
5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft SKDLN Smenit | — Sertifikasi Draft
(TTE). WNI. SKDLN WNI.
— Dokumen persyaratan tidak 4 — Dokumen
lengkap, pengajuan TTE ditolak / persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/ .
— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
6. | — Operator SIAK menerbitkan — SKDLN WNI 3menit | Surat Keterangan
SKDLN WHNI. — Komputer Datang Dari Luar
— Operator SIAK menyampaikan Negeri WNI
SKDLN WNI ke pemohon
— Operator mengarsipkan. —
7. | Pemohon menerima SKDLN WNI — SKDLN WNI 2menit | Surat Keterangan
Selesai — Komputer/HpP Datang Dari Luar
Sl | — WA pemohon Negeri WNI
e
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP B-470/ 097/DUKCAPIL/2023

Tanggal 07-05-2023
Tanggal Revisi | 00 L
Tanggal Efektif | 14-.05-2028, —
Disahkan Oleh N | AS
Tl A PENCATATAN SIPIL
4 i USI BANYUASIN

MEDIAN ExA SUZA, S.STP., MSI
A MUDA
99711 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR S
PELAYANAN “SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

10.

11

12.

Undang—-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan:

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi  Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indonesia Nomor 19

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

2. Memiliki Kemampuan,
Kependudukan

3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Memahami  Administrasi

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Oniine Biodata Penduduk
2. SOP Pelayanan Online Kartu Keluarga

1. 'Meja Pelayanan

2. Alat Tulis kantor

3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy

4.  Formulir

Peringatan : Pendaftaran dan P an Penduduk
Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN PELAYANAN “SURAT KETERANGAN TEMPAT
“SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)"tidak dapat di entri ke | TINGGAL (SKTT)” harus dilengkapi Persyaratan

database.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas

secara keseluruban

Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke
Database dengan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)”

Pelal Mutu Baku
Aktifitas Verifikator/ |Validator/| Kepala Persyaratan/
Yol | Operant | e | Kabid Dinas | Kelengkapan | 2kt Dot
— Pemohon datang langsung ke — FormF-1.03 5menit | Berkas pemchon
loket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai ! — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas J
dikembalikan
— Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 5 menit — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft SKTT.
Operator SIAK. v diisi. — Pengajuan draft
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen SKTT.
lengkap, maka diberitahukan / persyaratan
ke permohon untuk y — Checklist
dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
— Proses validasi berkas oleh sub — Draft SKTT. Smenit | — Validasi berkas.
koordinasi/validator. — Dokurmen — Validasi draft SKTT.
— Dokumen persyaratan tidak Y persyaratan — Pengajuan draft
lengkap, maka dikembalikan — Komputer SKTT.
ke Operator SIAK untuk — Ballpoint
diberitahukan ke pemohon. A
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.
— Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft SKTT. 5 menit — Verifikasi berkas.
— Dokumen persyaratan tidak v — Dokumen — Verifikasi draft SKTT.
lengkap, maka dikembalikan persyaratan — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Koamputer/ SKTT.
diberitahukan ke pemohon. A HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses pengajuan TTE.
— Proses sertifikasi elektronik — Draft SKTT. 5 menit | — Sertifikasi Draft
(TTE). — Dokumen SKTT.
— Dokumen persyaratan tidak /V persyaratan
lengkap, pengajuan TTE ditolak — Komputer/
oleh Kepala Dinas. HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
— Operator SIAK menerbitkan —SKTT 3 menit | Surat Keterangan
SKTT. — Komputer Tempat Tinggal
— Operator SIAK menyampaikan
SKTT ke pemohon
— Operator mengarsipkan.
Pemohon menerima SKTT - SKTT 2 menit | Surat Keterangan
Selesai — Komputer/HP Tempat Tinggal
— WA pemochon
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

B-470/ 098 /DUKCAPIL/2023

Tanggal

07-05-2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disabkan' Oleh

‘1., ARDIAN EKA SUZA, S.8TP., M.Si
"AMA MUDA
1190711 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PENGGANTI IDENTITAS (SKP1)”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana -

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi  Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 1. Meja Peiayanan
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el 2. Alat Tulis kantor
3. SOP Pelayanan Akta Kelahiran 3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
4.  Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“SURAT KETERANGAN PENGGANTI IDENTITAS (SKPI)” tidak dapat di
entri ke database.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN
IDENTITAS

“SURAT KETERANGAN PENGGANTI

(SKPI)”  harus dilengkapi Persyaratan

Administrasinya, diarcipkan/ dokumentasi dan di entri ke
Database dengan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN PENGGANTI IDENTITAS (sKkp1)”

Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Verifikator/ | Validator/| Kepala Persyaratan/
Pemohon | Operator Sub Koord ¥abid Dlass Nolonshug Waktu Qutput
1. | - Pemohon datang langsung ke — Form F-1.03 5 menit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas k J
dikembalikan
2. | —Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 5 menit — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft SKPI.
Operator SIAK. v diist. — Pengajuan draft
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen SKPI.
lengkap, maka diberitahukan persyaratan
ke permohon untuk A( — Checklist
dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
3. | — Proses validasi berkas oleh sub — Draft SKPIL. 5menit | — Validasi berkas.
koordinasi/validator. — Dokurmen — Validasi draft SKP1.
— Dokumen persyaratan tidak Y persyaratan — Pengajuan draft
lengkap, maka dikembalikan — Komputer SKPI.
ke Operator SIAK untuk — Ballpoint
diberitahukan ke pemohon. A
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.
4. | — Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft SKPI. 5 menit | — Verifikasi berkas.
— Dokumen persyaratan tidak v — Dokumen — Verifikasi draft SKPI.
lengkap, maka dikembalikan persyaratan — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Komputer/ SKPI.
diberitahukan ke pemohon. y HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap r
akan diproses pengajuan TTE.
5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft SKPL. 5 menit — Sertifikasi Draft
(TTE). — Dokumen SKPI.
— Dokumen persyaratan tidak 4 persyaratan
lengkap, pengajuan TTE ditolak — Komputer/
oleh Kepala Dinas. HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
6. | — Operator SIAK menerbitkan — SKP1 3menit | SuratKeterangan
SKPI. — Komputer Pengganti Identitas
— Operator SIAK menyampaikan
SKPI ke pemohon
— Operator ipkan. -_l
7. | Pemohon menerima SKPI — SKPI 2menit | Surat Keterangan
Selesal — Komputer/HP Pengganti [dentitas
— WA pemohon
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
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Tanggal 07-05-2023
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN AKTA KELAHIRAN"

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1

2.

3

10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Noemor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indonesia Nomor 19

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
Kependudukan

3.  Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. 50P Pelayanan Kartu Keluarga
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el

1. Meja Pelayanan

2. Alat Tulis kantor

3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK  dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy

4. Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“PENCATATAN AKTA KELAHIRAN” tidak dapat di entri ke database.

lika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara Keseluruhan

PELAYANAN “PENCATATAN AKTA KELAHIRAN”
harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya, diarsipkan/
dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan

benar. ]




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “PENCATATAN AKTA KELAHIRAN”

Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Pemohon | Operator Verifikator/ Valida_tor/ Ke_pala Persyaratan/ Waktu Cuitput
Sub Koord | Kabid Dinas Kelengkapan
1| —Pemohon datang langsung ke ~ Form F-2.03 5Smenit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas —
dikembalikan
2. | ~Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 5menit | — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft
Operator SIAK. diisi. Pencatatan Akta
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen Kelahiran..
lengkap, maka diberitahukan persyaratan — Pengajuan draft
ke permohon untuk — Checklist Pencatatan Akta
dilengkapi. persyaratan Kelahiran.
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
3. | — Proses validasi berkas oleh sub. — Draft Akta Smenit | — Validasi berkas.
koordinasifvalidator. Ketahiran. | — Validasi draft Akta
— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen Kelahiran.
lengkap, maka dikembalikan x persyaratan — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk '_\ — Komputer Akta Kelahiran.
diberitahukan ke pemohon. A — Ballpoint
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.
4. | - Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Akta Smenit | — Verifikasi barkas.
— Dokumen persyaratan tidak Kelahiran. — Verifikasi draft Akta
lengkap, maka dikembalikan — Dokumen Kelagiran.
ke Operator SIAK untuk persyaratan — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. — Komputer/ AKta Kelahiran.
— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
akan diproses pengajuan TTE.
5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft Akta Smenit | — Sertifikasi Draft Akta
(TTE). Kelahiran. Kelahiran.
— Dokumen persyaratan tidak )’ — Dokumen
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/
— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
6. | — Operator SIAK menerbitkan — Akta 3menit | AktaKelshiran
Akta Kelahiran. Kelahiran
— Operator SIAK menyampaikan — Komputer
Akta Kelahiran ke pemohon _—'
— Operator mengarsipkan.
7 Pemohon menerima Akta ‘{ — AKta 2 menit Akta Kelahiran
Kelahiran Selesai Kelahiran
— Komputer/HP
— WA pemohon
. —
L Total 30 menit | *jika jaringan normal




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN AKTA PERKAWINAN"

Pelaksana Mutu Baku

Aktifitas Verifikator/ |Validator/ Kepala Persyaratan/
Pemohon _ g Waktu Output
Sub Koord | Kabid Dinas Kelengkapan

— Pemahon datang langsung ke ~ Form F-2.01 5menit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir, Mulai — WA pemchon

— Bila tidak lengkap berkas e
dikembalikan

2. | - Pemeriksaan kelengkapan —Form F-1.03 S menit | — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Akta
Operater SIAK. diisi. Perkawinar.

— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka diberitahckan persyaratan Akta Perkawinan.
ke permohon untuk & — Checklist
dilengkapi. persyaratan

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.

| | SIAK. N S |
3. | - Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta Smenit | — Validasi berkas.
koordinasifvalidatar. Perkawinan. — Validasi draft Akta

— Dokumen persyaratan tidak 4 — Dokumen Perkawinan.
lengkap, maka dikembalikan persyaratan — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Komputer Akta Perkawinan.
diberitahukan ke pemohon. A — Ballpoint

— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.

4. | — Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Akta Smenit | — Verifikasi berkas.

— Dokumen persyaratan tidak v Perkawinan. — Verifikasi draft Akta
lengkap, maka dikembalikan — Dokumen Perkawinan.
ke Operator SIAK untuk persyaratan — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. 4 - Komputer/ Alta Perkawinan.

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
akan diproses pengajuan TTE.

5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft Akta Smenit | — Sertifikasi Draft Akta
(TTE). Perkawinan. Perkawinan,

— Dokumen persyaratan tidak r — Dokumen
lengkap, pengajuan TTE ditolak > persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.

6. | —Operator SIAK menerbitkan = Akta 3 menit | Akta Perkawinan
Akta Perkawinan. Perkawinan

— Operator SIAK menyampaikan _] — Komputer
Akta Perkawinan ke pemohon

— Operator mengarsipkan.

I Pemohon menerima AKta —AKta 2 menit Akta Perkawinan

Perkawinan Perkawinan

— Komputer/Hp
— WA pemohon
| e
Total 30 menit ngan normal
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN”
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelak 2
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 | 1, Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen  Kependudukan vang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata:
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem Infromasi  Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 1. Meja Pelayanan
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el 2. Alat Tulis kantor
3. SOP Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan 3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi  SIAK  dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
4. Formulir
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:
Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN PELAYANAN “PENCATATAN PEMBATALAN
“PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN" tidak dapat di entri ke | PERKAWINAN” harus dilengkapi Persyaratan
database. Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas | Database dengan baik dan benar.
secara keseluruhan A
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR’
PELAYANAN “PENCATATAN AKTA PERKAWINAN""

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui  Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas

tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil: 2. Memiliki Kemampuan, Memahami  Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan

2010 tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam Pendaftaran 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan carmat

Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan laringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK

Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 1. Meja Pelayanan
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el 2. AlatTulis kantor

3. Komputer vyang dilengkapai  Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy

4. Formuiir
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan Penduduk-
lika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN PELAYANAN “PENCATATAN AKTA PERKAWINAN”
“PENCATATAN AKTA PERKAWINAN" tidak dapat di entri ke database. harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya, diarsipkan/

lika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas | dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan
secara keseluruhan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN"

Mutu Baku
Pemohon Waktu Output
— Pemohon datang langsung ke — Form F-2.01 Smenit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. — WA pemchon
— Bila tidak lengkap berkas
dikembalikan
2. | - Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 5Smenit | — Pengecekan berkas,
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Surat
Operator SIAK. diisi. Keterangan
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen Pembatakan
lengkap, maka diberitahukan persyaratan Perkawinan (SKPP).
ke permohon untuk — Checklist — Pengajuan draft
dilengkapi. persyaratan SKPP.
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
3. | —Proses validasi berkas oleh sub — Draft SKPP. 5 menit — Validasi berkas.
koordinasi/validator. — Dokumen — Validasi draft SKPP.
— Dokumen persyaratan tidak persyaratan — Penggjuan draft
lengkap, maka dikembaiikan — Komputer SKPP.
ke Operator SIAK untuk — Ballpoint
diberitahukan ke pemohon. 4
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.
| 4| “Prosesverifiasioiehkabie, | | —F+—+————1— — Draft SKPP. Smenit | — Verifikasi berkas.
— Dokumen persyaratan tidak b — Dokumen — Verifikasi draft SKPP
lengkap, maka dikembalikan persyaratan — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Komputer/ SKPP.
diberitahukan ke pemohon. A HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses pengajuan TTE. |
12 — Proses sertifikasi elektronik — Draft SKPP. 5 menit — Sertifikasi Draft
(TTE). — Dokumen Surat Keterangan
— Dokumen persyaratan tidak r persyaratan Pembatalan
lengkap, pengajuan TTE ditolak — Komputer/ Perkawinan (SKPP).
oleh Kepala Dinas. HP/Tablet
— Dokumen persyaratan lengkap
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas. RN
6. | —Operator SIAK menerbitkan — SKPP 3menit | SuratKeterangan
SKPP. — Komputer Pembatakan
— Operator SIAK menyampaikan Perkawinan
SKPP ke pemohon
— Operator mengarsipkan.
v Pemohon menerima SKPP — SKPP 2 menit Surat Keterangan
Selesai — Komputer/HpP Pembatakan
— WA pemohon Perkawinan
| 30menit | “jikajaringan normal
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR -
PELAYANAN “PENCATATAN AKTA PERCERAIAN"

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana -
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui  Tugas  Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinas; dengan Baik, Teliti dan cermat
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK

Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi Administrasi

Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
| Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Kartu Keiuarga 1. Meja Pelayanan
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el 2. Alat Tulis kantor
3. SOP Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan 3. Komputer yang dilengkapai Aplikasi SIAK dan

terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy

2 4. Formulir
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan Pend

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN | PELAYANAN “PENCATATAN AKTA PERCERAIAN"
“PENCATATAN AKTA PERCERAIAN” tidak dapat di entri ke database, harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya, diarsipkan/
lika terlambat akan menghambat Menyusun perencanaan program Dinas | dokumentasi dan di entri ke Databace dengan baik dan

sccara keseluruhan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN AKTA PERCERAIAN”

Pelaksana : Mutu Baku
Aktifitas Pemohon | Operator Verifikator/ Vallda.t()l'/ l(e_pala Persyaratan/ Viskiu Output
Sub Koord | Kabid Dinas Kelengkapan
— Pemohon datang langsung ke —Form F-2.01 5 menit Berkas pemohon
loket palayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas =
dikembalikan
— Pemeriksaan kelengkapan [ ~ Form F-1.03 Smenit | — pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Akta
Operator SIAK. diisi. Perceraian
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka diberitahukan _T persyaratan AKta Perceraian.
ke permohon untuk ‘( — Checklist
dilengkapi. persyaratan
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
— Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta 5 menit — Validasi berkas.
koordinasi/validator. Perceraian. — Validasi draft Akta
— Dokumen persyaratan tidak )’ — Dokumen Perceraian.
fengkap, maka dikembalikan persyaratan — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk ( — Komputer AKta Perceraian.
diberitahukan ke pemohon. 4 — Ballpoint
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.
— Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft 5menit | — Verifikasi berkas.
— Dokumen persyaratan tidak by Akta — Verifikasi draft AKta
lengkap, maka dikembalikan ) Perceraian. Perceraian.
ke Operator SIAK untuk / — Dokumen — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. ‘P persyaratan AKta Perceraian.
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/
2kan diproses pengajuan TTE. | HP/Tablet
— Proses sertifikasi elektronik B — Draft Akta Smenit | — Sertifikasi Draft Akta
(TTE). Perceraian. Perceraian.
— Dokumen persyaratan tidak § — Dokumen
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan
oleh Kepala Dinas. > — Komputer/
— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas. -
— Operator SIAK menerbitkan — Akta 3 menit Akta Perceraian
Akta Perceraian. Perceraian.
— Operator SIAK menyampaikan — Komputer
AKta Perceraian ke pemohon
— Operator mengarsipkan.
Pemohon menerima Akta ’ — Akta 2 menit Akta Perceraian
Perceraian Selesai | Perceraian
— Komputer/HP
J J — WA pemohon
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP B-470/ 103 /DUKCAPIL/2023

07-05-2023

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif |-
Disahkan Oleh

'\ Y KEPALA DINAS
KEPENBUDUKAN DAN PENEATATAN SIPIL
. GBURATEN MUs

DIAN EKA SUZA, S.STP., M.Si
AMIVAMA MUDA
7R1211 199711 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelak 3 B

1

2.

10.

11

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen  Kependudukan vyang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan Penyelenggaraan  Sistem  Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indonesia Nomor 19

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

2. Memiliki Kemampuan,
Kependudukan

3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Memahami  Administrasi

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

lika

Lieringatan :

“PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN"
database.

Jika
secara keseluruhan

1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el
3. SOP Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian

1. Meja Pelayanan

2. Alat Tulis kantor

3. Komputer vyang dilengkapai  Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy

4. Formulir

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
tidak dapat di entri ke

PELAYANAN “PENCATATAN PEMBATALAN
PERCERAIAN" harus dilengkapi Persyaratan

terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas | Database dengan baik dan benar.

Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di entri K]




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN”

Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas Verifikator/ |Validator/| Kepala Persyaratan/

Pemohon | OPSrator | SubKoord | Kabid | Dinas | Kelengkap Wakiu Qutput

1. | —Pemohon datang langsung ke — Form F-2.01 Smenit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokiasn

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir, Mulai — WA pemaohon
— Bila tidak lengkap berkas
dikembalikan

2. | - Pemeriksaan kelengkapan — Form F1.03 Smenit | — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Surat
Operator SIAK. v diist. Keterangan

— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen Pembatalan
lengkap, maka diberitahukan persyaratan Perceraian (SKPP)
ke permohon untuk A( — Checklist — Pengajuan draft
dilengkapi. persyaratan Surat Keterangan

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer. Pembatalan
akan diproses oleh Operator — Ballpoint. Perceraian.

SIAK.

3. | — Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta Smenit | — Validasi berkas.
koordinasi/validator. Perceraian. — Validasi draft Surat

— Dokumen persyaratan tidak ) 4 — Dokumen Keterangan
fengkap, maka dikembalikan persyaratan Pembatalan
ke Operator SIAK untuk — Komputer Perceraian.
diberitahukan ke pemohon. A — Ballpoint — Pengajuan draft

— Dokumen persyaratan lengkap Surat Keterangan
akan diproses/dilanjutkan ke Pembatalan
verifikator/Kabid. Perceraian.

4. | — Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft Smenit | — Verifikasi berkas.
— Dokumen persyaratan tidak - Akta — Verifikasi draft Surat

lengkap, maka dikembalikan Perceraian. Keterangan
ke Operator SIAK untuk — Dokumen Pembatalan
diberitahukan ke pemohon. A persyaratan Perceraian.

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/ — Pengajuan draft
akan diproses pengajuan TTE. HP/Tablet SKPP.

5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft Akta S menit | — Sertifikasi Draft
(TTE). Perceraian. Surat Keterangan

— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen Pembatalan
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan Perceraian.
oleh Kepala Dinas. — Komputer/

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.

6. | — Operator SIAK menerbitkan — Surat 3menit | Surat Keterangan
Surat Keterangan Pembatalan Keterangan Pembatalan
Perceraian. Pembatalan Perceraian

— Operator SIAK menyampaikan ] Perceraian.
Surat Keterangan Pembatalan — Komputer
Perceraian ke pemaohon via
WA

— Operator mengarsipkan.

7. | Pemochon menerima Surat ﬁ — Surat 2 menit Surat Keterangan
Keterangan Pembatalan Selesai Keterangan Pembatalan
Perceraian — Pembatalan Perceraian

Perceraian
— Komputer/HP
— WA pemohon
Total 30 menit *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

B-470/ 104 /DUKCAPIL/2023

Tanggal

07-05-2023

Tanggal Revisi 00

Tanggal Efektif. .

14-059023

Disahlcan Oleh

; KEPALA DIN
UDYKAN DAN
BUPATEN

CATATAN SIPIL
| BANYUASIN

IDIAN EKA SUZA, S.STP., M.Si
MA MUDA
11 199711 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR .-
PELAYANAN “PENCATATAN AKTA PENGAKUAN ANAK”

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan vyang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan Penyelenggaraan Sistem Infromasi  Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indonesia Nomor 19

Dapat mengoperasikan
Internet/Aplikasi SIAK

Komputer dan Jaringan

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el
3. SOP Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran

I
&
<3

4.

Meja Pelayanan

Alat Tulis kantor

Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN

“PENCATATAN AKTA PENGAKUAN ANAK” tidak dapat di entri ke
database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN

“PENCATATAN AKTA PENGAKUAN

ANAK” harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke Database dengan
baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN AKTA PENGAKUAN ANAK”

Pel; Mutu Baku
No Aktifitas Brnicbion | Operaris Verifikator/ Vallda}or/ Ke_pala Persyaratan/ Sy Output
Sub Koord | Kahid Dinas Kelengkapan
1. | —Pemohon datang langsung ke — Form F-2.01 5menit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemochon

— Bila tidak iengkap berkas 7
dikembalikan

2. | — Pemeriksaan kelengkapan - Form F-1.03 5menit | — pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Akta
‘Operator SIAK. v diisi. Pengakuan Anak.

~ Dokumen persyaratan tidak — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka diberitahukan persyaratan Akta Pengakuan
ke permohon untuk ( — Checklist Anak.
dilengkapi. persyaratan

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.

SIAK.
3. | —Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta 5 menit | — Validasi berkas.
koordinasi/validator. Perceraian. — Validasi draft Akia

— Dokumen persyaratan tidak ) 4 — Dokumen Pengakuan Anak.
lengkap, maka dikembalikan persyaratan — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Komputer Akta Pengakuan
diberitahukan ke pemohon. A — Ballpoint Anak.

— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.

4. | - Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft S menit | — Verifikasi berkas.

— Dokumen persyaratan tidak b Akta — Verifikasi draft Akta
lengkap, maka dikembalikan ) Perceraian. Pengakuan Anak.
ke Operator SIAK untuk — Dokumen — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohan. A persyaratan Akta Pengakuan

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/ Anak.
akan diproses pengajuan TTE. HP/Tablet

5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft AKta Smenit | — Sertifikasi Draft Akta
(TTE). Perceraian. Pengakuan Anak.

— Dokumen persyaratan tidak y — Dokumen
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.

6. | — Operator SIAK menerbitkan — Akta 3 menit Akta Pengakuan Anak
Akta Pengakuan Anak. Pengakuan
— Operator SIAK menyampaikan Anak.
Akta Pengakuan Anak ke ] — Komputer
pemohon

— Operator mengarsipkan.

7. | Pemohon menerima Akta —ﬂ — Akta 2 menit | Akta Pengakuan Anak

Pengakuan Anak Selesai Pengakuan

——J Anak
— Komputer/HP
— WA pemochon
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

B-470/ 105 /DUKCAPIL/2023

Tanggal

07-05-2023

Tanggal Revisi 00

Tanggal Efekul |,

Disahkan, Oleh-

KEPALA DINA
UKAN DAN BERICATATAN SIPIL
PATEN BitfS1 BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN AKTA PENGESAHAN ANAK”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan:

2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

12. peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan Sistem Infromasi  Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indonesia Nomor 19

1

w

Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

Memiliki  Kemampuan,
Kependudukan

Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Memahami Administrasi

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el
3. SOP Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran

i 8
2.
3.

4.

Meja Pelayanan

Alat Tulis kantor

Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“PENCATATAN AKTA PENGESAHAN ANAK” tidak dapat di entri ke

database.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas

secara keseluruhan

PELAYANAN “PENCATATAN AKTA PENGESAHAN

ANAK" harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke Database dengan

baik dan benar.

|




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ONLINE “PENCATATAN AKTA PENGESAHAN ANAK”

Pelaksana Mutu Baku _‘
Aktifitas Verifikator/ | Validator/| Kepala Persyaratan/
Femalnt | Opriator Sub Koord | Kabid Dinas Kelengkapan Waktu ki

— Pemohon datang langsung ke — Form F-2.01 Smenit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai l — WA pemohon

— Bila tidak lengkap berkas
dikembalikan

— Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 5 menit — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Akta
Operator SIAK. v diisi. Pengesahan Anak.

— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka diberitahukan persyaratan Akta Pengesahan
ke pemohon untuk dilengkapi. \( — Checklist Anak.

— Dokumen persyaratan lengkap persyaratan
akan diproses oleh Operator — Komputer.

SIAK. — Ballpoint.

— Proses validasi berkas oleh sub ~ Draft Akta Smenit | — Validasi berkas.
koordinasi/validator. Perceraian. — Validasi draft Akta

— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen Pengesahan Anak.
lengkap, maka dikembalikan persyaratan — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk — Komputer Akta Pengesahan
diberitahukan ke pemohon. 4 — Ballpoint Anak.

— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.

— Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft Smenit | — Verifikasi berkas.

— Dokumen persyaratan tidak v Akta — Verifikasi draft Akta
lengkap, maka dikembalikan \ Perceraian. Pengesahan Anak.
ke Operator SIAK untuk — Dokumen — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. A persyaratan Akta Pengesahan

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/ Anak.
akan diproses pengajuan TTE. HP/Tablet

— Proses sertifikasi elektronik — Draft Akta Smenit | — Sertifikasi Draft Akta
(TTE). Perceraian. Pengesahan Anak.

— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.

— Operator SIAK menerbitkan — Akta 3 menit Akta Pengesahan Anak
Akta Pengakuan Anak. Pengesahan

— Operator SIAK menyampaikan Anak.

Akta Pengakuan Anak ke ] — Komputer
pemohan

— Operator mengarsipkan.

Pemohon menerima Akta — Akta 2 menit | Akta Pengesahan Anak

Pengakuan Anak [ Selesai | Pengesahan

—e Anak
— Komputer/HpP
— WA pemohon
Total 30 menit | *jika jaringan normal |




PEMERINTAH KABUPATEN MUSt BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

B-470/ 106 /DUKCAPIL/2023

Tanggal 07-05-2023
Tanggal Revisi— | 06~ .
Tanggal Efektif’ | 14-05%023 "

Disaikan Ofen

HDIAN EKA SUZA, 8.3TP., M.Si
MA MUDA
1997111 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN AKTA KEMATIAN”

Dasar Huk Kualifikasi Pelak 5
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen:
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil - dengan  Penyelenggaraan Sistem Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Oniine Kartu Keluarga 1. Meja Pelayanan
2. SOP Pelayanan Online Cetak Ulang KTP-el 2. Alat Tulis kantor
3. Komputer yang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
4. Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan P

ok 1 Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“PENCATATAN AKTA KEMATIAN” tidak dapat di entri ke database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN “PENCATATAN AKTA KEMATIAN” harus

dilengkapi

Persyaratan  Administrasinya, diarsipkan/

dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan
benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “PENCATATAN AKTA KEMATIAN”

Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Verifikator/ |Validator/| Kepala Persyaratan/
PEmalton | Gporafar Sub Koord Kabid Dinas Kelengkap Wakia Dispar
1. | — Pemohon datang langsung ke — Form F-2.01 5menit | Berkas pemohon
lokat pelayanan —Dokumen

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai l — WA pemchon

— Bila tidak lengkap berkas —
dikembalikan

2. | — Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 Smenit | —Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Akta
Operator SIAK. ¥ diisi. Kematian.

— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka diberitahukan persyaratan Akta Kematian.
ke pemohon untuk dilengkapi. A( — Checklist

— Dokumen persyaratan lengkap persyaratan
akan diproses oleh Operator — Komputer.

SIAK. — Ballpoint.
3. | —Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta Smenit | - Validasi berkas.
koordinasi/validator. Al Perceraian. — Validasi draft Akta

— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen Kematian.
lengkap, maka dikembalikan persyaratan ~ Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk / — Komputer Akta Kematian.
diberitahukan ke pemohon. & — Ballpoint

— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.

4. | — Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft 5menit | — Verifikasi berkas.

— Dokumen persyaratan tidak v Akta — Verifikasi draft Akta
lengkap, maka dikembalikan Perceraian. Kematian.
ke Operator SIAK untuk \ — Dokumen — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. A persyaratan Akta Kematian.

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/
akan diproses pengajuan TTE. HP/Tablet

5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft AKta Smenit | — Sertifikasi Draft Akta
(TTE). Perceraian. Kematian.

~ Dokumen persyaratan tidak )’ — Dokumen
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.

6. | —Operator SIAK menerbitkan — Akta 3menit | Akta Kematian
Akta Akta Kematian. Kematian.

— Operator SIAK menyampaikan — Komputer
Akta Kematian ke pemohon I ]

— Operator mengarsipkan.

7. | Pemohon menerima Akta — Akta 2menit | Akta Kematian

Kematian Selesai Kematian

- Komputer/HP
— WA pemohon
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

B-470/ 107 /DUKCAPIL{2023

Disahkkan Oleh™* | =

Tanggal 07-05-2023
Tanggal Revisi | 00
Tanggal Efektif 50

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN"

Dasar Hukum : Kualifikasi P 5
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam

KartuTanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada

Dokumen Kependudukan vyang Menegaskan Masyarakat dilarang

Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dengan Penyelenggaraan Sistem Infromasi  Administrasi

Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Peraturan Menteri Indonesia Nomor 19

10.

12.

Dapat mengoperasikan
Internet/Aplikasi SIAK

Komputer dan Jaringan

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 1. Meja Pelayanan

2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el 2. Alat Tulis kantor
3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan

terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy

4. Formulir

Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN | PELAYANAN “PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

“PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN"
dapat di entri ke database.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas

tidak

secara keseluruhan

KEWARGANEGARAAN” harus dilengkapi Persyaratan
Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke
Database dengan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN"

Pelak Mutu Baku
No Aktifitas Verifikator/ | Validator/| Kepala Persyaratan/
Femahon || Opexator Sub Koord Kabid Dinas Kelengkapan Wiktn e
1. | —Pemohon datang langsung ke — Form F-2.01 5 menit Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai I (PDF/ fota).
— Bila tidak lengkap berkas J — WA pemohon
dikembalikan
2. | —Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 5 menit | — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Surat
Operator SIAK. w diisi. Keterangan
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen Pelaporan Status
lengkap, maka diberitahukan persyaratan Kewarganegaraan
ke permohon untuk A — Checklist (SKPSK).
dilengkapi. persyaratan — Pengajuan draft
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer. SKPSK.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
3. | — Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta Smenit | — validasi berkas.
koordinasi/validator. Perceraian. — Validasi draft SKPSK.
— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka dikembalikan / \ persyaratan SKPSK.
ke Operator SIAK untuk — Komputer
diberitahukan ke pemohon. A — Ballpoint
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.
4. | — Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft 5menit | - Verifikasi berkas.
— Dokumen persyaratan tidak v Akta — Verifikasi draft
lengkap, maka dikembalikan Perceraian. SKPSK.
ke Operator SIAK untuk — Dokumen — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. A persyaratan SKPSK.
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/
akan diproses pengajuan TTE. HP/Tablet
5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft AKta 5menit | —Sertifikasi Draft
(TTE). Perceraian. Surat Keterangan
— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen Pelaporan Status
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan Kewarganegaraan.
oleh Kepala Dinas. — Komputer/
— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
6. | — Operator SIAK menerbitkan — Akta 3 menit | SuratKeterangan
SKPSK. Kematian. Pelaporan Status
— Operator SIAK menyampaikan — Komputer Kewarganegaraan
SKPSK ke pemohon
— Operator mengarsipkan.
7 i Pemohon menerima SKPSK l — SKPSK 2 menit Surat Keterangan
Sete=at — Komputer/HP Pelaporan Status
— WA pemohon Kewarganegaraan
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP B-470/ 108 /DUKCAPIL/2023
Tanggal 07-05-2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif-

Disahkan Oleh* .

HARDIAN EKA SUZA, S.STP., M.SI
TAMA MUDA
11196711 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR oo
PELAYANAN “PENCATATAN SURAT KETERANGAN LAHIR MATI”

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 95 Tahun
2018 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan Sistem Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indonesia Nomor 19

Dasar Hukum : Kualifilasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

Dapat mengoperasikan
Internet/Aplikasi SIAK

Komputer dan Jaringan

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Kartu Kejuarga
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-gl

1.
2.
3.

4

Meja Pelayanan

Alat Tulis kantor

Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“PENCATATAN SURAT KETERANGAN LAHIR MATI” tidak dapat di entri ke
database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN “SURAT KETERANGAN LAHIR MATI”

harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya, diarsipkan/
dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan
benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN SURAT KETERANGAN LAHIR MAT!”

Pelal Mutu Baku
Aktifitas Pemohon | Operator Verifikator/ Vallda}orl Ke-pala Persyaratan/ Waktu Qupot
Sub Koord Kabid Dinas Kelengkapan
— Pemohon datang langsung ke —Form F-2.01 5 menit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen
— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas J
dikembalikan
— Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 Smenit | —Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Surat
Operator SIAK. v diisi. Keterangan Lahir
— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen Mati (SKLM).
lengkap, maka diberitahukan persyaratan — Pengajuan draft
ke permohon untuk / — Checklist Surat Keterangan
dilengkapi. persyaratan Lahir Mati.
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.
SIAK.
— Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta 5menit | — Validasi berkas.
koordinasi/validator. Perceraian. — Validasi draft SKLM.
— Dokumen persyaratan tidak S 4 — Dokumen — Pengajuan draft
tengkap, maka dikembalikan / persyaratan SKLM.
ke Operator SIAK untuk — Komputer
diberitahukan ke pemohon. A — Ballpoint
— Dokumen persyaratan lengkap
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.
— Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft S menit | — Verifikasi berkas.
— Dokumen persyaratan tidak v Akta — Verifikasi draft
lengkap, maka dikembalikan Perceraian. SKLM.
ke Operator SIAK untuk — Dokumen — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. ‘r persyaratan SKLM.
— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/
akan diproses pengajuan TTE. HP/Tablet
— Proses sertifikasi elektronik — Draft AKta Smenit | — Sertifikasi Draft
{TTE). Perceraian. Surat Keterangan
— Dokumen persyaratan tidak y — Dokumen Lahir Mati.
lengkap, pengajuan TTE ditolak ) > persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/
— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.
— Operator SIAK menerbitkan — Surat 3menit | SuratKeterangan Lahir
Surat Keterangan Lahir Mati.. Keterangan Mati
— Operator SIAK menyampaikan Lahir Mati.
SKLM ke pemohon | E — Komputer
— Operator mengarsipkan.
Pemohon menerima Surat F — SKLM 2 menit Surat Keterangan Lahir
Keterangan Lahir Mati Selesai — Komputer/HP Mati
— WA pemohon
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

B-470/ 109 /DUKCAPIL/2023

Tanggal

07-05-2023

Tanggal Revisi--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelak 2

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Iindonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan vyang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem Infromasi  Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indonesia Nomor 19

1.

Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

Memiliki Kemampuan,
Kependudukan

Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Memahami Administrasi

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el

i
.
3.

4

Meja Pelayanan

Alat Tulis kantor

Komputer yang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
Formuiir

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA” tidak dapat di enui ke
database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN “PENCATATAN PERISTIWA PENTING
LAINNYA” harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,

diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke Database dengan

baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA”

Pelak Mutu Baku
No Aktifitas Verifikator/ | Validator/| Kepala Persyaratan/
Pemohon | Operator . _ Waktu Ou
P Sub Koord Kahid Dinas Kelengkapan tpat
1. | —Pemohon datang langsung ke — Form F-2.01 5menit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai I — WA pemohon

— Bila tidak lengkap berkas J
dikembalikan

2. — Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 5 menit — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Akta
Operator SIAK. v diisi. Pencatatan Sipil.

— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen — Pengajuan draft
lengkap, maka diberitahukan \ persyaratan Akta Pencatatan
ke permohon untuk K — Checklist Sipil.
dilengkapi. persyaratan

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.

SIAK.
3. | — Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta Smenit | — Validasi berkas.
koordinasifvalidator. Pencatatan — Validasi draft Akta

— Dokumen persyaratan tidak ‘K Sipil. Pencatatan Sipil.
lengkap, maka dikembafikan ~ Dokumen — Pengajuan draft
ke Operator SIAK untuk persyaratan Akta Pencatatan

P!
diberitahukan ke pemohon. A — Komputer Sipil.

— Dokumen persyaratan lengkap — Ballpoint
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.

4. | — Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft Smenit | — Verifikasi berkas.

— Dokumen persyaratan tidak v Akta — Verifikasi draft Akta
lengkap, maka dikembalikan Pencatatan Pencatatan Sipil.
ke Operator SIAK untuk Sipil. — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. A — Dokumen Akta Pencatatan

— Dokumen persyaratan lengkap persyaratan Sipil.
akan diproses pengajuan TTE. — Komputer/

HP/Tablet
5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft AKta Smenit | — Sertifikasi Draft Akta
(TTE). Perceraian. Pencatatan Sipil.

— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.

6. | — Operator SIAK menerbitkan — Akta 3 menit | Akta Pencatatan Sipil
Akta Pencatatan Sipil. Pencatatan
— Operator SIAK menyampaikan Sipil.
Akta Pencatatan Sipil ke | || — Komputer
pemohon

— Operator mengarsipkan.

7. | Pemohon menerima Akta [ﬁ — Akta 2menit | Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil Selesai Pencatatan

f — Sipil
— Komputer/HP
— WA pemohon
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP B-470/ 110 /DUKCAPIL/2023
Tanggal 07-05-2023
Tanggal Reyisi [
Tanggal Efektif’ [ -
Disahkan Oleh
5 vk PENCATATAN SIPIL

[DIAN EKA SUZA, S.STP., M.Si '
MA MUDA
199711 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK”

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelak

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia MNomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan  Penyelenggaraan  Sistem Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

indonesia Nomor 19

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin

2. Memiliki Kemampuan,
Kependudukan

3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat

4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Memahami  Administrasi

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el
3. SOP Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran

1. Meja Pelayanan

2. Alat Tulis kantor

3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy

4. Formulir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK” tidak dapat di entri ke database.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN “PENCATATAN PENGANGKATAN
ANAK” harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke Database dengan

L)

baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK”

Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Verifikator/ | Validator/| Kepala Persyaratan/
Rimohon | Dnerator Sub Koord Kabid Dinas Kelengkar Wikea Suisut

1. | —Pemohon datang langsung ke — Form F-2.01 Smenit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. — WA pemohon
— Bila tidak lengkap berkas
dikembalikan

2. | —Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 5menit | — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telsh — Proses draft Akta
Operator SIAK. diisi. Kelahiran dgn

— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen catatan pinggir.
lengkap, maka diberitahukan persyaratan — Pengajuan draft
ke permohon untuk A( — Checklist Akta Kelahiran dgn
dilengkapi. persyaratan catatan pinggir.

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer.
akan diproses oleh Operator — Ballpoint.

SIAK.

3. — Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta 5 menit — Validasi berkas.
koordinasi/validator. Perceraian. — Validasi draft Akta

— Dokumen persyaratan tidak ) — Dokumen Kelahiran dgn
lengkap, maka dikembalikan persyaratan catatan pinggir.
ke Operator SIAK untuk \ — Komputer — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. 4 — Ballpoint Akta Kelahiran dgn

— Dokumen persyaratan lengkap catatan pinggir.
akan diproses/dilanjutkan ke
verifikator/Kabid.

4. | —Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft 5 menit | — Verifikasi berkas.

— Dokumen persyaratan tidak v Akta — Verifikasi draft Akta
lengkap, maka dikembalikan Perceraian. Kelahiran dgn
ke Operator SIAK untuk — Dokumen catatan pinggir.
diberitahukan ke pemohon. A persyaratan — Pengajuan draft

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/ Akta Kelahiran dgn
akan diproses pengajuan TTE. HP/Tablet catatan pinggir.

5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft AKta 5 menit — Sertifikasi Draft Akta
({TTE). Perceraian. Kelahiran dgn

— Dokumen persyaratan tidak 4 — Dokumen catatan pinggir.
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.

6. | — Operator SIAK menerbitkan — Akta 3 menit | Akta Kelahiran dgn
Akta Kelahiran dgn catatan Kelahiran dgn catatan pinggir
pinggir. catatan

— Operator SIAK menyampaikan ] pinggir.

Akta Kelahiran dgn catatan — Komputer
pinggir ke pemohon

— Operator mengarsipkan.

7. | Pemohon menerima Akta h — Akta 2 menit | Akta Kelahiran dgn

Kelahiran dgn catatan pinggir Selesai Kelahiran dgn catatan pinggir

_—J catatan
pinggir
— Komputer/HP
— WA pemohon
Total 30 menit | *jika jaringan normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

B-470/ 111 /DUKCAPIL/2023

Tanggal 07-05-2023
Tanggal Revisi v
Tanggal Efektil
Disahkan Oleh’
o ATATAN SIPIL

ANYUASIN

HOIAN
A M

EKA SUZA, S.STP., M.Si
UDA

!

A 199711 1001
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN PERUBAHAN NAMA”
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan

2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2013 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam

KartuTanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada

Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang

Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil  dengan  Penyelenggaraan Sistem Infromasi Administrasi

Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.

Indenesia Nomor 19

10.

11.

12,

Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
Internet/Aplikasi SIAK

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Kartu Keiuarga
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el
3. SOP Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran

1
2
3.

4.

Meja Pelayanan

Alat Tulis kantor

Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
Formuiir

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN
“PENCATATAN PERUBAHAN NAMA” tidak da pat di entri ke database.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas
secara keseluruhan

PELAYANAN “PENCATATAN PERUBAHAN NAMA”
harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya, diarsipkan/
dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan

benar.

il |




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “PENCATATAN PERUBAHAN NAMA”

Pelal Mutu Baku
No Aktifitas Pemohon | Operator Verifikator/ Validaforl Ke_pala Persyaratan/ Waktu Dtk
Sub Koord | Kahid Dinas Kelengkapan

1. | - Pemohon datang langsung ke —FormF-2.01 Smenit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon

— Bila tidak lengkap berkas &
dikembalikan

2. | - Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.02 5 menit | —Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Akta
Operator SIAK. v diisi. Pencatatan Sipil dgn

— Dokumen persyaratan tidak - Dokumen catatan pinggir.
lengkap, maka diberitahukan persyaratan — Pengajuan draft
ke pemohon untuk dilengkapi. ‘( — Checklist Akta Pencatatan

— Dokumen persyaratan lengkap persyaratan Sipil dgn catatan
akan diproses oleh Operator — Komputer. pinggir.

SIAK. — Ballpoint.

3. — Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta 5 menit — Validasi berkas.
koordinasi/validator. Perceraian. — Validasi draft Akta

— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen Pencatatan Sipil dgn
lengkap, maka dikembalikan persyaratan catatan pinggir.
ke Operator SIAK untuk — Komputer — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemaohon. Jr — Ballpoint Akta Pencatatan

— Dokumen persyaratan lengkap Sipil dgn catatan
akan diproses/dilanjutkan ke pinggir.
verifikator/Kabid.

4. | - Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft 5menit | — Verifikasi berkas.

— Dokumen persyaratan tidak v Akta — Verifikasi draft Akta
lengkap, maka dikembalikan Perceraian_ Pencatatan Sipil dgn
ke Operator SIAK untuk — Dokumen catatan pinggir.
diberitahukan ke pemohon. A persyaratan — Pengajuan draft

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/ Akta Pencatatan
akan diproses pengajuan TTE. HP/Tablet Sipil dgn catatan

pinggir.

5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft AKta Smenit | — Sertifikasi Draft Akta
(TTE). Perceraian. Pencatatan Sipil dgn

— Dokumen persyaratan tidak 4 — Dokumen catatan pinggir.
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.

6. | — Operator SIAK menerbitkan — Akta 3 menit Akta Pencatatan Sipil
Akta Pencatatan Sipil dgn Kelahiran dgn dgn catatan pinggir
Catatan pinggir. catatan

— Operator SIAK menyampaikan __I pinggir.

Akta Pencatatan Sipil dgn — Komputer
catatan pinggir ke pemohon

— Operator mengarsipkan.

7. | Pemohon menerima Akta — Akta 2 menit Akta Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil dgn catatan Selaia Pencatatan dgn catatan pinggir
pinggir J Sipil dgn

catatan
pinggir
— Komputer/HP
— WA pemohon
I Total 30 menit | ¥jika jaringan nnrmi‘




Nomor SOP B-470/ 112 /DUKCAPIL/2023
Tanggal 07-05-2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efekfif
Disahkan Ol&
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN “PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL”
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelak -
0. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
1. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2013 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nen Permanen;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:
10. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan Penyelenggaraan Sistem Infromasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 1. Meja Pelayanan
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el 2. Alat Tulis kantor
3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
4.  Formulir
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:
lika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN | PELAYANAN “PENCATATAN PEMBETULAN AKTA
“PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL” tidak dapat di | PENCATATAN SIPIL” harus dilengkapi Persyaratan
entri ke database. Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas | Database dengan baik dan benar.

secara keseluruhan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL”

Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Verifikator/ | Validator/| Kepala Persyaratan/
Pemohon | Operator Sub Koord Kabid Dinas. e Waktu Output

1. | — Pemohon datang langsung ke — Form F-2.01 S menit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formulir. Mulai — WA pemohon

— Bila tidak lengkap berkas J ]
dikembalikan

2. — Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 5 menit — Pengecekan berkas.
dokumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Akta
Operator SIAK. v diist. Pencatatan Sipil dgn

— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen catatan pinggir.
lengkap, maka diberitahukan persyaratan — Pengajuan draft
ke pemohon untuk dilengkapi. A( — Checklist Akta Pencatatan

— Dokumen persyaratan lengkap persyaratan Sipil dgn catatan
akan diproses oleh Operator — Komputer. pinggir.

SIAK. — Ballpoint.

3. | —Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta 5menit | — Validasi berkas.
koordinasifvalidator. Perceraian. — Validasi draft Akta

— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen Pencatatan Sipil dgn

p, maka diker ikan / \ persyaratan catatan pinggir.
ke Operator SIAK untuk \/ — Komputer — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohan. - — Ballpoint Akta Pencatatan

— Dokumen persyaratan lengkap Sipil dgn catatan
akan diproses/dilanjutkan ke pinggir.
verifikator/Kabid.

4. | — Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft Smenit | — Verifikasi berkas.

— Dokumen persyaratan tidak v Akta — Verifikasi draft Akta
lengkap, maka dikembalikan Perceraian. Pencatatan Sipil dgn
ke Operator SIAK untuk — Dokumen catatan pinggir.
diberitahukan ke pemohon. A persyaratan — Pengajuan draft

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/ Akta Pencatatan
akan diproses pengajuan TTE. HP/Tablet Sipil dgn catatan

pinggir.

5. — Proses sertifikasi elektranik — Draft AKta 5 menit — Sertifikasi Draft Akta
(TTE). Perceraian. Pencatatan Sipil dgn

— Dokumen persyaratan tidak Y — Dokumen catatan pinggir.
lengkap, pengajuan TTE ditolak / persyaratan
oleh Kepala Dinas. \ — Komputer/

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.

6. | —Operator SIAK menerbitkan — Akta 3 menit Akta Pencatatan Sipil
Akta Pencatatan Sipil dgn Kelahiran dgn dgn catatan pinggir
catatan pinggir. Catatan

— Operator SIAK menyampaikan 1 pinggir.

Akta Pencatatan Sipil dgn — Komputer
catatan pinggir ke pemohon

— Operator ipkan.

7. | Pemohon menerima Akta — Akta 2 menit | Akta Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil dgn catatan selesa l‘ Pencatatan dgn catatan pinggir
pinggir __......._J Sipil dgn

catatan
pinggir
— Komputer/HP
— WA pemohon
Total 30 menit | *jika jaringan normal
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: W PENCATATAN SIPIL
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PEMERINTAH KARUPATEN MUSI BANYUASIN
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KABUPATEN MUSI BANYUASIN ARDIAN EKA SUZA, S:STP., M.Si
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR. .=
PELAYANAN “PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL”
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Banyuasin
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Kependudukan
2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran | 3. Dapat berkoordinasi dengan Baik, Teliti dan cermat
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Internet/Aplikasi SIAK
Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun2019 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam
KartuTanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan yang Menegaskan Masyarakat dilarang
Mempunyai Nama Hanya Satu Suku Kata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  dengan Penyelenggaraan Sistem Infromasi  Administrasi
Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peral /perlengkapan -
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 1. Meja Pelayanan
2. SOP Pelayanan Cetak Ulang KTP-el 2. Alat Tulis kantor
3. Komputer vyang dilengkapai Aplikasi SIAK dan
terkoneksi ke Server Basis Data, Printer dan Foto copy
4. Formulir
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan Penduduk:
Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PELAYANAN | PELAYANAN “PENCATATAN PEMBATALAN AKTA
“PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL” tidak dapat di | PENCATATAN SIPIL” harus dilengkapi Persyaratan
entri ke database. Administrasinya, diarsipkan/ dokumentasi dan di entri ke
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas | Database dengan baik dan benar.
secara keseluruhan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN “PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL”

Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Pemohon | Operator Verifikator/ Valida-tor/ Ke‘para Persyaratan/ Waktu g
Sub Koord Kabid Dinas Kelengkapan

1. | —Pemohon datang langsung ke — Form F-2.01 5menit | Berkas pemohon
loket pelayanan — Dokumen —f

— Pemohon mengisi dan persyaratan
menandatangani formuiir. Mulai — WA pemohon

— Bila tidak lengkap berkas —
dikembalikan

2. | ~ Pemeriksaan kelengkapan — Form F-1.03 Smenit | —Pengecekan berkas,
dekumen persyaratan oleh yang telah — Proses draft Akta
Operator SIAK. v diisi. Pencatatan Sipil dgn

— Dokumen persyaratan tidak — Dokumen catatan pinggir.
lengkap, maka diberitahukan persyaratan — Pengajuan draft
ke pemohon untuk dilengkapi. 1/ — Checklist Akta Pencatatan

— Dokumen persyaratan lengkap persyaratan Sipil dgn catatan
akan diproses oleh Operator — Komputer. pinggir.

SIAK. — Ballpoint.

3. | — Proses validasi berkas oleh sub — Draft Akta 5 menit — Validasi berkas.
koordinasi/validator. Perceraian. — Validasi draft Akta

— Dokumen persyaratan tidak /' — Dokumen Pencatatan Sipil dgn
lengkap, maka dikembalikan persyaratan catatan pinggir.
ke Operator SIAK untuk — Komputer — Pengajuan draft
diberitahukan ke pemohon. r — Ballpoint Akta Pencatatan

— Dokumen persyaratan lengkap Sipil dgn catatan
akan diproses/dilanjutkan ke pinggir.
verifikator/Kabid.

4. | — Proses verifikasi oleh Kabid. — Draft Draft 5 menit — Verifikasi berkas.

— Dokumen persyaratan tidak )r Akta — Verifikasi draft Akta
lengkap, maka dikembalikan Perceraian. Pencatatan Sipil dgn
ke Operator SIAK untuk — Dokumen catatan pinggir.
diberitahukan ke pemohon. A persyaraian — Pengajuan draft

— Dokumen persyaratan lengkap — Komputer/ Akta Pencatatan
akan diproses pengajuan TTE. HP/Tablet Sipil dgn catatan

pinggir.

5. | — Proses sertifikasi elektronik — Draft Akta S menit | — Sertifikasi Draft Akta
(TTE). Perceraian. Pencatatan Sipil dgn

— Dokumen persyaratan tidak )’ — Dokumen catatan pinggir.
lengkap, pengajuan TTE ditolak persyaratan
oleh Kepala Dinas. — Komputer/

— Dokumen persyaratan lengkap HP/Tablet
dilakukan sertifikasi oleh
Kepala Dinas.

6. | —Operator SIAK menerbitkan — Akta 3menit | Akta Pencatatan Sipil
Akta Pencatatan Sipil dgn Kelahiran dgn dgn catatan pinggir
catatan pinggir. Catatan

— Operator SIAK menyampaikan pinggir.

Akta Pencatatan Sipil dgn ’—] — Komputer
catatan pinggir ke pemohon

— Operator mengarsipkan.

7. Pemohon menerima Akta — Akta 2 menit Akta Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil dgn catatan ' selesa ll Pencatatan dgn catatan pinggir
pinggir Sipil dgn

catatan
pinggir
— Komputer/HP
— WA pemohon
Total 30 menit | *jika jaringan normal




